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Dalam menjalankan jabatannya sebagal seorang pejabat publik dalam hal membuat akta autentik sebagai
alat bukti, seorang PPAT juga diwajibkan untuk menyimpan dan memelihara dokumen protokol PPAT.
Selain berkewajiban untuk menyimpan, seorang PPAT juga diwajibkan untuk menyerahkan protokol
miliknya kepada PPAT lain untuk disimpan apabilatelah habis masa jabatannya atau telah meninggal dunia
Dengan adanya peralihan protokol dari pemberi protokol kepada PPAT penerima protokol menyebabkan
terjadinya peralihan tanggung jawab terhadap protokol akta tersebut. Namun peralihan tanggung jawab yang
dimaksud tidak meliputi isi akta, sebab pemegang protokol hanya ditugaskan untuk menyimpan akta yang
dibuat oleh PPAT sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan seorang pemegang protokol
PPAT ditarik menjadi pihak dalam gugatan terhadap protokol akta yang disimpannya. Penelitian ini
menganalisis peranan pemegang protokol PPAT dalam pembatalan Akta Jual Beli pada Putusan Pengadilan
Negeri Padang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pdg dan akibat hukum dari pembatal an akta tersebut. Metode
penelitian ini adalah doktrinal dengan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
wawancara.Hasil penelitian ini adalah peran pemegang protokol PPAT terhadap gugatan mengenai akta
yang disimpan olehnya hanya terbatas secara administratif yaitu dalam hal membereskan protokol PPAT
terhadap daftar akta dan warkah akta. Ditariknya pemegang protokol PPAT sebagai turut tergugat bertujuan
untuk melengkapi suatu gugatan agar tidak dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima, serta agar
pemegang protokol dapat melaksanakan putusan tersebut. Adapun terhadap pembatal an akta tersebut
menjadi batal demi hukum (null and void) sehingga dianggap tidak pernah lahir.

...... In carrying out his position as a public official in terms of making authentic deeds as evidence, aPPAT
isalso required to store and maintain PPAT protocol documents. In addition to being obliged to keep, a
PPAT isalso required to submit his protocol to another PPAT to be kept if his term of office has expired or
has passed away. With the transition of protocol from protocol giver to PPAT protocol recipient, causing a
transfer of responsibility for the deed protocol. However, the transfer of responsibility in question does not
include the contents of the deed, because the protocol holder is only assigned to keep the deed made by the
previous PPAT. However, there is a possibility that a PPAT protocol holder will be withdrawn to a party in
alawsuit against the deed protocol he keeps. This research analyses the role of the PPAT protocol holder in
the cancellation of the Deed of Sale and Purchase in the Decision of the Padang District Court Number
40/Pdt.G/2022/PN Pdg and the legal consequences of the cancellation of the deed. This research method is
doctrinal with the type of secondary data obtained through literature studies and interviews. The result of
thisresearch isthat the role of the PPAT protocol holder towards the lawsuit regarding the deeds kept by
him is only administratively limited, namely in terms of tidying up the PPAT protocol against the list of
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deeds and deeds. The withdrawal of the PPAT protocol holder as a co-defonant aims to complete a lawsuit
so that it is not considered aformal defect and unacceptable, and so that the protocol holder can implement
the judgement. Asfor the cancellation of the deed, it becomes null and void by law so that it is considered

never born.



